BAB VI
PENUTUP
6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat
disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dilihat dari Kinerja keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai
Timur dan Kabupaten Sabu Raijua dapat dikatakan cukup baik dengan
skala <100%. Dilihat dari rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah
dikatakan positif yaitu 19.17% dan 20.18%. Selain itu dari aspek rasio
keuangan daerah dilihat dari derajat desentralisasi fiskal dikatakan sangat
rendah dengan skala 4,17% dan 4.68%. Pemerintah Kabupaten Manggarai
Timur dan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua masih memiliki tingkat
ketergantungan yang tinggi dengan skala 88,17% dan 81.15%, sedangkan
tingkat kemandirian keuangan daerah rendah sekali dengan skala 4,92%
dan 5.90%.

2. Dilihat dari segi belanja daerah kinerja Pemerintah Kabupaten Manggarai
Timur dan Kabupaten Sabu Raijua dikatakan sudah baik namun
perbedaannya terjadi pada tidak adanya standar pada proporsi belanja
daerah. Dilihat dari analisis belanja daerah dikatakan tidak baik dengan
rata-rata 78.41% dan 81.36%. Dilihat dari rata-rata pertumbuhan belanja
daerah dikatakan positif (peningkatan) sebesar 24.08% dan 20.38%. Selain
itu dari aspek keserasian belanja daerah dilihat dari rasio belanja operasi
dan belanja modal rata-rata sebesar 54,14%, 45,87% dan 54.17%, 45.94%.

Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Sabu Raijua telah
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melakukan efisiensi belanja daerah dengan rata-rata sebesar 81.58% dan
78.80%.

3. Dilihat dari aspek pembiyaan, Kabupaten Manggarai Timur dan
Kabupaten Sabu Raijua SiLPA tidak digunakan karena mengalami
Surplus.

6.2 Saran
1. Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur dan Pemerintah Daerah

Kabupaten Sabu Raijua perlu meningkatkan kinerjanya dengan cara (1).
Memperbaiki sistem pemungutan pajak, (2). Memperbaiki kinerja BUMD,
(3). Menggali sumber-sumber PAD yang ada, agar menjadi semakin baik
dengan cara lebih memaksimalkan serta lebih menggali potensi yang ada
pada daerahnya, agar pendapatan asli daerah yang diperoleh lebih banyak
sehingga dapat membiayai kegiatan pembangunan di daerahnya maupun
kebutuhan belanja daerahnya.

2. Pemerintah Daerah harus memperhatikan proporsi belanja modal agar
memiliki dampak dalam pembangunan di daerah

3. Pemerintah Daerah perlu memanfaatkan ataupun mengalihkan SiLPA
untuk kepentingan masyarakat yaitu lebih kepada pembangunan fasilitas-

fasilitas umum di daerah yang bermanfaat bagi seluruh masyarakatnya.
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